
BUPATI KERINCI 
PROVINSI JAMBI 

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI 
NOMOR 900/Kep.30 /2025 

TENTANG 

PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025 

BUPATI KERINCI,  

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Kemampuan Keuangan Daerah adalah 
Klasifikasi daerah untuk menentukan kelompok 
kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan 
formula sebagai dasar penghitungan besaran 
tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan 
dana operasional Pimpinan DPRD; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan 
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan. clan. 
Pertanggungjawaban Dana Operasional, Perhitungan 
Kemampuan Keuangan Daerah dilakukan oleh tim 
anggaran pemerintah daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebangaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu 
ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan 
Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun Anggaran 2025. 

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran. Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396); 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang 
Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6959); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan. Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan. Presiden Republik Indonesia Nomor 33 
Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 57); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hulcum Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 
2017 tentang Pengelompokan Kemarnpuan Keuangan 
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggugjawaban 
Dana Operasional; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2025; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun 2017 Nomor 8) sebagimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran 
Daerah Tahun 2023 Nomor 3); 



12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun 2022 Nomor 4); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 
2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 
2022 Nomor 5); 

MEMUTUSICAN : 

Menetapkan 

KESATU Menetapkan. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025. 

KEDUA Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten 
Kerinci sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah 
Kelompok Kemampuan Keuangan Sedang. 

KETI GA Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci bertanggungjawab 
sepenunya atas diterbitkanya Keputusan ini dengan 
mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporan 
pelaksanaanya Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris 
Daerah. 

KEEMPAT Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan 
diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai 
dengan tanggal 31 Desember 2025. 

Ditetapkan di Siulak 
Pada tanggal 18 R.bruari 2025 

Pj.BUPATI KERINCI, 

ASRAF1/1 --- 

Tembusan, disampaikan kepada Yth : 
1. Saudara Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras. 
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak. 
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak. 
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak. 
5. Kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak. 
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar). 
7. Arsip. 
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